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ABSTRAK 

Afrila Fauza (2025): Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam 

Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati 

Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air 

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif Fiqh 

Siyasah Maliyah 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan Bupati 

Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian 

Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023, yang bertujuan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penerapan anggaran 

masih menghadapi kendala, terutama penyediaan infrastuktur yang kurang 

memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana 

nagari, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perspektif fiqh siyasah maliyah 

terhadap pengelolaan dana tersebut di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai 

Beremas. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di kantor Nagari Air 

Bangis. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan 

data tersier. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, data sekunder 

berupa dokumen tertulis, buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, 

dan data tersier berupa kamus. Informan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana 

nagari dalam pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas 

pada tahun 2023, dilakukan melalui beberapa tehapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengelolaan ini meliputi faktor pendukung yaitu partisipasi 

masyarakat, dan sarana prasarana, serta faktor penghambat yaitu kurangnya 

sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran dana. Dalam perspektif fiqh 

siyasah, penelitian ini mengacu pada konsep fiqh siyasah maliyah yang 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam 

pertanggungjawaban penggunaan dana nagari. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Nagari, Fiqh Siyasah Maliyah 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya Indonesia menganut dua pola pembagian kekuasaan 

negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembagian 

kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara 

horizontal berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, seperti Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 

Mahkamah Agung (MA).
1
 Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal 

berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud 

adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat 

menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat.
2
 Selanjutnya disetiap kabupaten terdapat suatu 

pemerintahan terendah yang disebut desa, kelurahan atau kenegarian. 

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau 

dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, 

memiliki batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang 

                                                           
1
Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Indonesia,” dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1., No.1., (2018), h. 171–178. 

2
Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah 

Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945,” dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu 

Hukum, Volume 9., No. 4., (2015), h. 581.  
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untuk mengatur, mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.
3
 Dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan 

negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewah yang diatur dengan undang-undang, kemudian 

pada ayat 2 yang disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.
4
 

Sejalan dengan amanat pasal di atas, pemerintahan kabupaten Pasaman 

Barat menggunakan istilah desa menjadi bagian nagari. Nagari adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 

Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif untuk dijalankan di kabupaten 

Pasaman Barat. Pemerintahan nagari bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup bagi masyarakat dengan menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai 

dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat luas yang dapat diterima 

                                                           
3
Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa , (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 

2015), Cet. Ke-1, h. 14. 

4
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (yang 

dipadukan dengan Perubahan I, II, III, & IV), Pasal 18B Ayat (1 dan 2). 

5
Pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 

Anggaran 2023, Pasal 1 Poin 3. 
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dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan 

kemandirian desa dalam pemerintahan dan pembangunan. 

Pemerintahan Nagari juga memiliki dana desa dengan istilah Alokasi 

Dana Nagari (ADN) yang bertujuan untuk membiayai kebijakan pemerintahan 

nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemberian alokasi dana nagari merupakan wujud dari 

pemenuhan hak nagari untuk melaksanakan otonomi nagari agar tumbuh dan 

berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
6
 

Landasan hukum dalam pengelolaan dana desa atau dana nagari 

berdasarkan pada ketentuan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi 

nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7
 

Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan desa pemerintah harus 

memberikan perhatian yang besar pada pembangunan desa. Perhatian yang besar 

tersebut tentu dilatarbelakangi dengan alasan karena di desa adalah tempat 

berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan 

pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

                                                           
6
Riza Efendi, “Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Kabupaten 

Pasaman Barat,” dalam Jurnal Jiaganis, Volume 1., No. 1., (2016), h. 71. 

7
Pasaman Barat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 tentang 

Pemerintahan Nagari, Pasal 1 Poin (25). 
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yang bertujuan pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan 

keadilan sosial, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat serta 

pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilandasi 

dengan pengelolaan dana pemerintahan adalah bertujuan untuk melakukan 

pemerataan pembangunan daerah sekitar juga pemerataan ekonomi masyaraat.
8
 

Untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan, pemerintah dapat 

melakukan strategi yang berawal dari pembangunan desa. Strategi pemerintah 

dalam mendorong desa untuk menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan 

alokasi dana nagari atau alokasi dana desa.  

Setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat akan menerima alokasi dana 

nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara minimal 

10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah 

dikurangi dana alokasi khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  Adapun alokasi dana nagari daerah Kabupaten 

Pasaman Barat tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 64.857.339.200 (enam puluh 

empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan 

ribu dua ratus rupiah), dengan jumlah nagari sebanyak 90 (sembilan puluh) 

nagari dan 11 (sebelas) kecamatan.
9
 Dengan adanya alokasi dana nagari yang 

besar tersebut, pemerintahan nagari dituntut untuk mampu mengelola kuangan 

                                                           
8
Fitri Amalia et.al., Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 

2022), h.13. 

9
Pasaman Barat, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023; Berita Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat Nomor 7 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 

Anggaran 2023, Pasal 1 Poin (4). 
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secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan 

nagari tentu ada skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah 

yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang penetapan prioritas penggunaan 

dana desa Nomor 55 Tahun 2019 yaitu untuk: 

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Pasaman Barat bahwa 

prioritas penggunaan dana desa atau nagari adalah untuk membiayai program 

dibidang pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari. 

2. Prioritas penggunaan dana desa atau dana nagari sesuai dengan peraturan 

bupati pasaman barat pasal 5 ayat (2) yaitu untuk meningkatkan kualitas 

hidup, meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan 

pelayanan publik atau masyarakat nagari yang bersangkutan.
10

 

Berdasarkan prioritas alokasi dana nagari di atas, diantaranya pemerintah 

diharapkan untuk membiayai program dibidang pembangunan nagari dan 

pemberdayaan masyarakat nagari. Namun, terdapat banyak kendala dalam 

meningkatkan pembangunan nagari. Hal ini bisa saja disebabkan karena 

pelaksanaan alokasi dana nagari yang dianggap masih kurang efektif. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pegelolaan 

keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa.
11

 

                                                           
10

Pasaman Barat, Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2019; Berita Dearah Kabupaten 

Pasaman Barat Nomor 55 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (1 dan 2). 

11
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 611 tentang Pengelolaam Keuangan Desa, Pasal 1 Poin (6). 
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Praktik-praktik pemerintahan hendaknya mengelola alokasi dana nagari 

secara benar. Pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada didasarkan pada 

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin 

anggaran dengan uraian sebagai berikut: 

1. Transparansi adalah asas keterbukaan, yang memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan yakni berupa 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 

dicapai.
12

 

2. Akuntabilitas adalah asas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, realisasi kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.
13

 

3. Partisipatif adalah suatu gagasan bahwa setiap anggota masyarakat disuatu 

desa memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait 

kegiatan yang dikelola oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat 

tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.
14

 

4. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa yang harus 

mengacu pada aturan atau pedoman yang ada. 

                                                           
12

Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan 

Dana Desa di Gorontalo,” dalam Al-Buhuts e- Journal, Volume18., No. 2., (2022), h. 520. 

13
Duma Rahel Situmorang, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa 

untuk Mewujudkan Good Governance,” dalam Jurnal Akutansi Dan Keuangan Methodist, Volume 

5., No. 1., (2021), h. 31.       

14
Andreas Letik, “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur,” dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 9., No. 1., (2019), h. 

40. 



    

 

7 
 

 
 

Selanjutnya, dalam konteks fiqih siyasah terdapat pembahasan terkait 

siyasah maliyah. Adapun yang dimaksud fiqih siyasah maliyah merupakan cabang 

dari ilmu fiqh yang mengkaji bagaimana mengatur tentang aspek politik dan 

ekonomi dalam islam, terutama dalam hal pendapatan, pemasukan, pengelolaan 

dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah 

diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, diantaranya mengatur 

hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. De$ngan adanya Pe$raturan 

Bupati Nomor 7 Tahun 2023 se$bagai dasar hukum, pe$nting untuk me$nge$valuasi 

apakah pe$nge$lolaan dana nagari te$lah dilakukan de$ngan cara yang se$suai de$ngan 

prinsi-prinsip fiqh siyasah maliyah.  Namun, pe$ne$rapan pe$raturan ini me$nghadapi 

be$rbagai tantangan, te$rutama dalam konte$ks ke$patuhan te$rhadap prinsip-prinsip 

fiqh siyasah maliyah. Pe$rse$pktif ini me$mbe$rikan pe$doman bagi pe$ngambilan 

ke$putusan untuk me$mastikan bahwa se$mua ke$bijakan dan tindakan yang diambil 

tidak hanya se$suai de$ngan hukum positif, te$tapi juga se$jalan de$ngan prinsip-

prinsip syariah yang me$ngatur pe$nggunaan dan distribusi sumbe$r daya. Dalam hal 

ini fiqh siyasah maliyah dibutuhkkan untuk mengatur hubungan masyarakat 

dengan pemerintah desa yang menyangkut tentang penggunaan dana desa, 

sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Nagari Air Bangis dengan 

memfokuskan kemaslahatan dalam penggunaan dana desa sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan yang ada di Nagari Air Bangis.
15

 

                                                           
15

Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, dan Yandi Maryan, “Tinjauan Fikih Siyasah 

Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung,” dalam 

Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah, Volume 5., No. 2., (2021), h. 321. 
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Nagari Air Bangis me$rupakan se$buah na$ge$ri yang te$rle$tak di Ke$camatan 

Sungai Be$re$mas, Kabupate$n Pasaman Barat, Provinsi Sumate$ra Barat. Nagari Air 

Bangis me$rupakan satu-satunya nagari yang be$rada diwilayah administratif 

Ke$camatan Sungai Be$re$mas de$ngan luas 440,48 km2, jumlah pe$nduduk 28.815 

jiwa dan te$rdiri dari 15 ke$jorongan.  

Nagari Air Bangis me$mpunyai be$be$rapa pote$nsi e$konomi unggulan 

se$pe$rti pe$rikanan, pe$rtanian, pe$rke$bunan dan pariwisata. Nagari Air Bangis salah 

satu nagari yang maju di Kabupate$n Pasaman Barat, de$ngan be$rbagai sumbe$r 

pe$ndapatan asli dae$rah dan adanya alokasi dana nagari se$bagai pe$nunjang 

ke$se$jahte$raan masyarakat. Namun, pada pe$manfaatan dari pe$nggunaan dana 

nagari ini masih be$lum dapat dirasakan se$pe$nuhnya ole$h masyarakat. Masih 

banyaknya infrastuktur yang kurang me$madai untuk me$nunjang pe$re$konomian 

masyarakat, antara lain, pe$mbangunan jalan tani yang tidak me$rata dise$tiap 

ke$jorongan, kurangnya pe$me$rataan infrastuktur.  

Be$rdasarkan pe$rmasalahan di atas, maka pe$nulis me$rasa te$rtarik untuk 

me$lakukan pe$ne$litian dalam be$ntuk karya ilmiah be$rupa skripsi de$ngan judul: 

“Pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam Pembangunan Berdasarkan 

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis 

Kecamatan Sungai Beremas Persepktif Fiqh Siyasah Maliyah.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pe$ne$litian ini dilakukan le$bih te$rarah dan tidak me$nyimpang dari 

topik yang dibicarakan, maka pe$nulis me$mbe$ri batasan pe$rmasalahan pada 

pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan 
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Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan 

Sungai Be$re$mas, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pe$ngelolaan 

alokasi dana nagari dalam pembangunan berdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman 

Barat Nomor 7 Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas, 

se$rta pe$rspe$ktif fiqh siyasah maliyah te$rhadap pe$nge$lolaan alokasi dana nagari 

dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 

Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan pe$nje$lasan latar be$lakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

be$be$rapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan 

be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di 

Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pe$nge$lolaan alokasi dana nagari 

dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman Barat 

Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas? 

3. Bagaimana pe$rspe$ktif fiqh siyasah maliyah te$rhadap pe$nge$lolaan alokasi 

dana nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman 

Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai 

Be$re$mas? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$rikut: 

a. Untuk me$nge$tahui pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam 

pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 

Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas. 

b. Untuk me$nge$tahui faktor pendukung dan penghambat pe$nge$lolaan 

alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati 

Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan 

Sungai Be$re$mas. 

c. Untuk me$nge$tahui pe$rspe$ktif fiqh siyasah maliyah te$rhadap 

pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan 

pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air 

Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Be$rdasarkan pada tujuan pe$ne$litian yang te$rurai di atas, manfaat dalam 

pe$ne$litian ini yakni: 

a. Manfaat Te$oritis 

Dari se$gi ke$ilmuan diharapkan pe$ne$litian ini dapat me$nambah 

khazanah ilmu pe$nge$tahuan dan me$mpe$rkaya lite$ratur bagi siapa saja yang 

te$rtarik de$ngan topik pe$mbahasan dibidang ini. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi pe$nulis, me$njadi bahan masukan agar dapat me$nambah 

wawasan dan pe$nge$tahuan pe$nulis dalam me$lakukan pe$ne$litian. 

2) Se$bagai salah satu syarat untuk me$mpe$role$h ge$lar Sarjana Hukum 

(S.H) pada konse$ntrasi Hukum Tata Ne$gara (Siyasah) Fakultas 

Syariah dan Hukum Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Pengelolaan 

Pe$nge$lolaan be$rasal dari bahasa inggris yaitu manage$me$nt yang be$rarti 

me$ngatur dan me$nge$lola. Se$dangkan me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia, 

pe$nge$lolaan be$rasal dari kata ke$lola yang be$rarti me$nge$lola, me$nge$ndalikan, 

me$nye$le$nggarakan, me$ngurus dan me$njalankan.
16

 Pe$nge$lolaan se$cara umum 

dapat dide$fe$nisikan se$bagai prose$s atau se$rangkaian ke$giatan yang dilakukan ole$h 

se$ke$lompok orang, dimulai dari pe$re$ncanaan, pe$ngorganisasian, pe$laksanaan 

hingga pe$ngawasan de$ngan me$manfaatkan pote$nsi yang ada de$mi te$rcapainya 

se$buah tujuan. Prose$s ini me$libatkan pe$ngaturan dan pe$manfaatan se$luruh sumbe$r 

daya organisasi guna me$wujudkan ke$inginan yang te$lah dite$tapkan.
17

 

Me$nurut pe$ndapat Arikunto, be$rdasarkan te$ori dan konse$p pe$nge$lolaan 

diartikan se$bagai manaje$me$n, pe$ngaturan, atau pe$ngurusan.
18

 Me$nurut Pe$te$r 

Drucke$r, pe$nge$lolaan me$rupakan se$bagai suatu prose$s yang me$libatkan 

pe$re$ncanaan, pe$ngorganisasian, pe$laksanaan, dan pe$ngawasan untuk me$ncapai 

tujuan organisasi me$lalui sumbe$r daya manusia dan sumbe$r daya lainnya.
19

 Dari 

                                                           
16

KBBI, “Kelola,” https://kbbi.web.id/kelola, diakses pada 22 Oktober 2024. 

17
Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di 

Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” dalam EJournal Ilmu 

Pemerintahan, Volume 5., No. 1., (2017), h. 202-203. 

18
Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 25. 

19
Ahmad Fikri, “RedaSamudera.id,” (23 Maret 2024), Artikel dari 

https://redasamudera.id/definisi-pengelolaan-menurut-para-ahli/, diakses pada 22 Oktober 2024. 

https://kbbi.web.id/kelola
https://redasamudera.id/definisi-pengelolaan-menurut-para-ahli/
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uraian di atas, pe$ne$liti me$nyimpulkan bahwa pe$nge$lolaan adalah rangkaian prose$s 

ke$giatan yang me$ncakup pe$re$ncanaan, pe$ngorganisasian, pe$ngge$rakan atau 

pe$mbe$rian komando, dan pe$ngawasan. Prose$s ini be$rtujuan untuk me$manfaatkan 

sumbe$r daya yang ada guna me$ncapai tujuan yang te$lah dite$tapkan be$rsama ole$h 

organisasi. 

2. Pengertian Pemerintahan Nagari (Desa) 

Se$cara antropologis, nagari me$rupakan ke$satuan bagi be$rbagai pe$rangkat 

tatanan sosial-budaya. Nagari adalah ke$satuan masyarakat hukum adat dae$rah 

Provinsi Sumate$ra Barat yang te$rdiri dari himpunan be$be$rapa suku yang 

me$mpunyai wilayah te$rte$ntu batas-batasnya, me$mpunyai harta ke$kayaan se$ndiri, 

be$rhak me$ngatur dan me$ngurus rumah tangganya se$ndiri dalam me$milih 

pimpinan pe$me$rintahannya. Se$cara historis, pe$me$rintahan nagari me$rupakan 

se$buah pe$me$rintahan tradisional yang dipe$rintah ole$h pe$nghulu-pe$nghulu suku 

yang me$miliki ke$we$nangan yang sama de$rjatnya yang te$rgabung dalam se$buah 

ke$rapatan adat. Pe$nghulu-pe$nghulu te$rse$but dibantu ole$h para manti (orang ce$rdik 

yang dipe$rcaya ole$h pe$nghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang 

atau ke$amanan).
20

 

Pe$me$rintah nagari se$bagai pe$me$rintah te$re$ndah yang me$nggantikan 

pe$me$rintahan de$sa. Dalam otonomi dae$rah unsur-unsur yang me$mimpin 

pe$me$rintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, ce$rdik pandai, dan bundo 

kanduang. Unsur-unsur te$rse$but te$rhimpun dalam le$mbaga-le$mbaga yang ada di 

nagari se$pe$rti Badan Pe$rwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat 

                                                           
20

Fauzan Zakir, “Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera 

Barat,”dalam  Ensiklopedia of Journal, Volume 3., No. 5., (2021), h. 55. 
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dan Syarak (BMAS) se$bagai badan yang me$mbe$rikan saran dan nase$hat ke$pada 

Wali Nagari. BMAS me$ndapatkan masukan dari dua le$mbaga yaitu Le$mbaga 

Adat Nagari (LAN) dan Le$mbaga Syarak Nagari (LSN). Se$me$ntara itu Wali 

Nagari dalam me$njalankan tugasnya dibantu ole$h se$orang se$ktre$taris dan be$be$rapa 

staf se$pe$rti kaur nagari bidang pe$me$rintahan, dan kaur nagari bidang 

pe$mbangunan.
21

 

Istilah nagari sama de$ngan de$sa, te$tapi nagari me$miliki ke$istime$wahan 

dari pada de$sa yaitu ke$satuan adat yang me$miliki wilayah ulayat te$rse$ndiri, 

me$miliki rakyat, anak ke$me$nakan, dan me$mpunyai stuktur pe$me$rintahan se$cara 

adat. Hal ini se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Te$ntang De$sa yang me$nyatakan bahwa pe$nye$butan 

de$sa/de$sa adat yang se$bagaimana dimaksud pada Ayat (1) pe$nye$butannya 

dise$suaikan de$ngan pe$nye$butan yang be$rlaku didae$rah se$te$mpat.
22

  

Be$rsadarkan Pasal 1 Ayat (2) Pe$raturan Dae$rah Provinsi Sumate$ra Barat 

Nomor 7 Tahun 2018 Te$ntang Nagari me$nje$laskan bahwa nagari adalah ke$satuan 

masyarakat hukum adat se$cara ge$ne$ologis dan historis, me$miliki batas-batas 

dalam wilayah te$rte$ntu, me$miliki harta ke$kayaan se$ndiri, be$rwe$nang me$miliki 

pe$mimpinnya se$cara musyawarah se$rta me$ngatur dan me$ngurus ke$pe$ntingan 

masyarakat se$te$mpat be$rdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’–

                                                           
21

Rianda Prima Putri, “Pemilihan Wali Nagari dalam Sistem Pemerintahan Daerah di 

Kabupaten Padang Pariman Rianda,” dalam Ensiklopedia of Journal, Volume 3., No. 5., (2021), h. 

217-220. 

22
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 6 

Ayat (2). 
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Syara’ Basandi Kitabullah dan atau be$rdasarkan asal usul dan adat istiadat 

se$te$mpat dalam wilayah Provinsi Sumate$ra Barat.
23

 

Salah satu unsur dari pe$me$rintahan de$sa adalah ke$pala de$sa, te$rkait 

de$ngan fungsi dan ke$be$rdaan dari ke$pala de$sa dalam siste$m pe$me$rintahan de$sa 

te$lah diatur dan dije$laskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Te$ntang 

De$sa Pasal 26 Ayat 1 dan 2, yang be$rbunyi se$bagai be$rikut: 

1) Ke$pala de$sa be$rtugas me$nye$le$nggarakan pe$me$rintahan de$sa, 

me$laksanakan pe$mbangunan de$sa, pe$mbinaan ke$masyarakatan de$sa, 

dan pe$mbe$rdayaan masyarakat de$sa.  

2) Dalam me$laksanakan tugas se$bagaimana dimaksud pada Ayat (1), 

ke$pala de$sa be$rwe$nang: me$mimpin pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan 

de$sa; me$ngangkat dan me$mbe$rhe$ntikan pe$rangkat de$sa; me$me$gang 

ke$kuasaan pe$nge$lolaan ke$uangan dan ase$t de$sa; me$ne$tapkan 

pe$raturan de$sa; me$ne$tapkan anggaran pe$ndapatan dan be$lanja de$sa; 

me$mbina ke$hidupan masyarakat de$sa; me$mbina ke$te$ntraman dan 

ke$te$rtiban masyarakat de$sa; me$mbina dan me$ningkatkan 

pe$re$konomian de$sa se$rta me$nginte$grasikannnya agar me$ncapai 

pe$re$konomian skala produktif untuk se$be$sar-be$sarnya ke$makmuran 

masyarakat de$sa; me$nge$mbangkan sumbe$r pe$ndapatan de$sa; 

me$ngusulkan dan me$ne$rima pe$limpahan se$bagaian ke$ke$yaan ne$gara 

guna me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat de$sa; me$nge$mbangkan 

                                                           
23

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 

tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (2). 
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kehidupan sosial budaya masyarakat desa; memanfaatkan teknologi 

tepat guna; mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24

 

Dalam ke$dudukannya te$rse$but, ke$pala de$sa be$rtanggung jawab ke$pada 

ke$pala camat. Se$dangkan untuk pe$me$rintahan nagari dipimpin ole$h wali nagari 

dise$but juga se$bagai kapalo nagari, pada Pasal 1 Ayat (5) dalam Pe$raturan Dae$rah 

Sumate$ra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Te$ntang Nagari me$nyatakan kapalo nagari 

adalah pe$mimpin pe$me$rintah nagari.
25

 Dije$laskan pada Pasal 10, kapalo nagari 

me$mpunyai tugas me$nye$le$nggarakan pe$me$rintahan, me$laksanakan pe$mbangunan, 

pulayanan publik, pe$mbinaan ke$masyarakatan, dan pe$mbe$rdayaan masyarakat 

nagari.
26

  

Se$dangkan untuk we$we$nang kapalo nagari dije$laskan dalam Pasal 11, 

antara lain: me$mimpin pe$nye$le$nggaraan Pe$me$rintahan Nagari; me$ngangkat dan 

me$mbe$rhe$ntikan Pe$rangkat Nagari; me$me$gang ke$kuasaan pe$nge$lolaan ke$uangan 

dan ase$t nagari; me$ne$tapkan Pe$raturan Nagari; me$ne$tapkan Anggaran Pe$ndapatan 

                                                           
24

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa, Pasal 26 

Ayat (1 dan 2). 

25
Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 

tentang Nagari Pasal 1 Ayat (5). 

26
Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150  

tentang Nagari Pasal 10. 
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dan Be$lanja Nagari; me$mbina ke$hidupan masyarakat nagari; me$mbina 

ke$te$nte$raman dan ke$te$rtiban masyarakat; dan me$mbina, me$le$starikan dan 

me$nge$mbangkan ke$hidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.
27

  

3. Pengelolaan Alokasi Dana Nagari 

Dalam me$nge$lola ke$uangan nagari harus be$rlandaskan ke$pada asas-asas 

yang sudah dite$tapkan ole$h pe$me$rintah me$lalui Pe$raturan Me$nte$ri Dalam Ne$gari 

Nomor 20 Tahun 2018 te$ntang pe$nge$lolaan ke$uangan de$sa, pasal 2 ayat (1) yang 

me$nyatakan bahwa ke$uangan de$sa dike$lola be$rdasarkan asas transparan, 

akuntabe$l, partisipatif se$rta dilakukan de$ngan te$rtib dan disiplin anggaran.
28

 Ole$h 

kare$na itu, pe$me$rintah nagari, khususnya aparatur nagari me$miliki tanggungjawab 

untuk pe$nge$lolaan ke$uangan nagari se$cara e$fe$ktif guna me$njalankan 

pe$mbangunan yang te$pat sasaran dan e$fe$sie$n. 

Pe$nge$lolaan dana nagari dilakukan ole$h wali nagari de$ngan dibantu ole$h 

pe$rangkat nagari lainnya se$pe$rti, be$ndahara nagari, se$kre$taris nagari, ke$pala se$ksi 

masing-masing bidang yang te$rkait de$ngan pe$nge$lolaan dana nagari, tidak hanya 

pe$rangkat nagari, te$tapi juga ada jorong yang dipimpin ole$h ke$pala jorong yang 

juga ikut be$rpe$ran dalam pe$laksanaan pe$nge$lolaan dana nagari, pe$ran jorong 

disini se$bagai pe$laksana te$knis dalam ke$giatan atau program yang dilaksanakan.
29

  

                                                           
27

Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150 

tentang Nagari, Pasal 11. 

28
Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 611 tentang Pengelolaam Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1). 

29
Suci Febriyanti dan Halmawati, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana 

Nagari (Studi pada Nagari di Kabupaten Agam),” dalam Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 2., 

No. 1., (2020), h. 32. 
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Se$bagai program unggulan pe$me$rintahan kabupate$n, maka pe$nge$lolaan 

alokasi dana nagari dike$lola atas dasar dan prinsip se$bagai be$rikut: se$luruh 

ke$giatan dilaksanakan se$cara transparan atau te$rbuka dan dike$tahui ole$h 

masyarakat luas. Masyarakat be$rpe$ran aktif mulai prose$s pe$re$ncanaan, 

pe$laksanaan, pe$ngawasan dan pe$me$liharaan. Se$luruh ke$giatan dapat 

dipe$rtanggungjawaban se$cara administrasi, te$knis dan hukum. Hasil ke$giatan 

dapat diukur dan dapat dinilai tingkat ke$be$rhasilannya. Me$mfungsikan pe$ran 

le$mbaga ke$masyarakatan se$suai tugas pokok dan fungsinya. Hasil ke$giatan dapat 

diukur dan dapat dinilai tingkat ke$be$rhasilannya. Hasil ke$giatan dapat dile$starikan 

dan dike$mbangkan se$cara be$rke$lanjutan de$ngan upaya pe$me$liharaan me$malui 

partisipasi masyarakat.
30

 

Me$nurut Pe$raturan Me$nte$ri Dalam Ne$ge$ri Nomor 113 Tahun 2014 

Te$ntang Pe$nge$lolaan Ke$uangan De$sa pada pasal 24 dan pasal 25, dalam 

Pe$laksanaan Anggaran Pe$ndapatan Be$lanja De$sa harus me$mpe$rhatikan 

pe$ndapatan de$sa yang be$rhubungan, se$pe$rti: Se$mua pe$ne$rima dan pe$nge$luaran 

de$sa dalam rangka pe$laksanaan ke$we$nangan de$sa dilakukan me$lalui re$ke$ning kas 

de$sa. Khusus bagi de$sa yang be$lum me$miliki pe$layanan pe$rbankan diwilayahnya 

maka, pe$raturannya dite$tapkan ole$h pe$me$rintah kabupate$n. Se$mua pe$ne$rima dan 

pe$nge$luaran de$sa harus didukung ole$h bukti yang le$ngkap dan sah. Pe$me$rintah 

de$sa dilarang me$lakukan pungutan se$bagai pe$ne$rimaan de$sa se$lain yang 

dite$tapkan dalam pe$raturan de$sa. Be$ndahara dapat me$nyimpan uang dalam kas 
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de$sa pada jumlah te$rte$ntu dalam rangka me$me$nuhi ke$butuhan ope$rasional 

pe$me$rintahan de$sa.
31

 

4. Fiqh Siyasah Maliyah 

a. Defenisi Fiqh Siyasah Maliyah 

Kata fiqh be$rasal dari faqaha-yafqahu-fiqham, se$cara bahasa pe$nge$rtian 

fiqh adalah pe$mahaman yang me$ndalam. Me$nurut istilah, fiqh me$miliki makna 

ilmu te$ntang hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil se$cara 

te$rpe$rinci. Se$dangkan kata siyasah yang be$rasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, 

yang be$rarti me$ngatur, me$ngurus dan me$me$rintah atau pe$me$rintahan, politik dan 

pe$mbuatan ke$bijakan. Se$cara istilah, me$nurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku 

Muhammad Iqbal, siyasah adalah pe$ngaturan pe$rundang-undangan yang 

diciptakan untuk me$milihara ke$te$rtiban dan ke$maslahatan se$rta me$ngatur 

ke$adaan.
32

 De$ngan de$mikian dapat ditarik ke$simpulan, bahwa pe$nge$rtian fiqh 

siyasah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk me$ngatur tata kelola negara dan 

pemerintahan dalam suatu negara untuk me$ncapai tujuan ke$maslahatan 

masyarakat.  

Te$rjadi pe$rbe$daan pe$ndapat dikalangan ulama dalam me$ne$ntukan 

lingkup kajian fiqh siyasah, ada yang me$mbagi me$njadi lima bidang, ada yang 

me$mbagi me$njadi e$mpat bidang dan lain-lain. Namun, se$cara umum, bidang fiqh 

siyasah dapat dike$lompokkan me$njadi tiga bagian, se$bagai be$rikut: pe$rtama, 
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Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 2093 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24 dan 25. 
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siyasah dusturiyah yang me$mbahas te$ntang hubungan rakyat de$ngan pe$me$rintah. 

Kedua, siyasah dauliyah, yang me$mbahas te$ntang hubungan-hubungan 

inte$rnasional baik dalam keadaan perang maupun dalam ke$adaan damai. Ketiga, 

siyasah maliyah yang me$mbahas te$ntang pe$re$konomian dalam masyarakat.
33

 

Secara estimologi, maliyah mengacu pada politik keuangan, seme$ntara 

dalam konte$ks te$rminologi maliyah me$rujuk pada re$gulasi pe$masukan dan 

pe$nge$luaran ke$uangan yang dilakukan se$suai de$ngan ke$pe$ntingan umum tanpa 

me$rampas hak-hak induvidu.
34

 Fiqh siyasah maliyah me$rupakan salah satu bagian 

te$rpe$nting dalam siste$m pe$me$rintahan Islam kare$na me$nyangkut te$ntang 

Anggaran Pe$ndapatan Dana Be$lanja Ne$gara. Pe$maknaan le$bih singkat dari 

siyasah maliyah adalah se$mua yang be$rkaitan de$ngan pe$ndapatan, pe$nge$lolaan, 

dan pe$nge$luaran ke$uangan ne$gara. Dalam konte$ks Bahasa Indone$sia, siyasah 

maliyah me$ngacu pada politik e$konomi Islam.  

Politik ekonomi Islam adalah ke$bijakan hukum yang dibuat ole$h suatu 

pe$me$rintahan me$nyangkut pe$mbangunan e$konomi untuk te$rpe$nuhinya ke$butuhan 

mayarakat de$ngan me$njadikan nilai-nilai syariat Islam se$bagai ukurannya. 

Ke$bijkan te$rse$but me$rupakan hukum yang me$ngatur hubungan ne$gara de$ngan 

masyarakat, induvidu de$ngan masyarakat, induvidu de$ngan induvidu dalam 

aktivitas e$konomi. Fiqh siyasah maliyah me$nge$de$pankan ke$maslahatan se$luruh 
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M. Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqih, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. 

Ke-7, h. 23. 
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rakyat. Ole$h kare$na itu, di dalam fiqh siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga 

faktor, yaitu rakyat, harta, dan pe$me$rintah atau ke$kuasaan.
35

  

Siyasah Maliyah juga me$mbahas te$ntang sumbe$r-sumbe$r ke$uangan 

ne$gara, pos-pos pe$nge$luaran dan be$lanja ne$gara, pe$rdagangan inte$rnasional, 

ke$pe$ntingan atau hak-hak publik, pajak, dan pe$rbankan.
36

 Ke$we$nangan ne$gara 

me$nginte$rve$nsi aktivitas e$konomi masyarakat me$rupakan asas fundame$ntal dalam 

siste$m e$konomi Islam. Inte$rve$nsi ini tidak hanya me$ngadaptasi hukum Islam yang 

te$lah ada, akan te$tapi me$ngisi ke$kosongan hukum yang be$rkaitan de$ngan 

e$konomi. Dalam hal ini masyarakat me$laksanakan hukum yang sudah ada, 

se$dangkan ne$gara me$ngisi ce$lah-ce$lah hukum de$ngan me$mbuat ke$bijkan baru 

bagi masyarakat te$rkait te$ntang e$konomi. Ke$bijkan yang dibuat ne$gara he$ndaknya 

se$suai de$ngan kondisi, dinamis, baik pada tataran prakris maupun te$oritis, 

se$hingga me$njamin te$rcapainya tujuan-tujuan umum siste$m aktivitas e$konomi 

Islam.
37

  

Pe$ngaturan dalam siyasah maliyah diorie$ntasikan untuk ke$maslahatan 

rakyat. Ole$h kare$na itu, ada tiga faktor yang be$rhubungan de$ngan siyasah maliyah 

yaitu, rakyat, harta dan pe$me$rintah atau ke$kuasaan. Sedangkan rakyat ada dua 

ke$lompok be$sar dalam suatu ne$gara yang harus be$ke$rja sama dan harus saling 

me$mbantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Se$dangkan di 

dalam siyasah maliyah, ne$gara me$nge$luarkan ke$bijakan yang harus diambil untuk 

me$ngharmoniskan hubungan dua ke$lompok te$rse$but, agar ke$se$njangan antara 
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Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), h. 2. 
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orang kaya dan orang miskin tidak se$makin me$le$bar. Se$hingga ne$gara me$miliki 

ke$wajiban untuk me$me$lihara ke$pe$ntingan rakyat dan me$nciptakan ke$makmuran 

bagi me$re$ka.
38

 

b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur‟an diturunkan Allah SWT ke$pada Nabi Muhammad SAW 

untuk disampaikan ke$pada umat manusia bagi ke$maslahatan dan 

ke$pe$ntingan me$re$ka, khususnya umat mukminin yang pe$rcaya akan 

ke$be$narannya. Ke$maslahatan itu dapat be$rbe$ntuk me$ndatangkan manfaat 

atau ke$be$runtungan, maupun dalam be$ntuk me$le$paskan manusia dari 

ke$mudaratan atau ke$ce$lakaan yang akan me$nimpanya. Ke$dudukan Al-

Qur‟an se$bagai sumbe$r utama dan pe$rtama bagi pe$ne$tapan hukum.
39

 

Dalam fiqh siyasah maliyah, Al-quran me$rupakan sumbe$r hukum 

yang digunakan dalam me$ngambil ke$putusan. Dimana di dalamnya 

me$nje$laskan me$nge$nai masalah te$ntang ke$uangan ne$gara dan pe$ndapatan 

ne$gara. Be$rikut sumbe$r hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur‟an surah 

Al-Baqarah 2: 261-262. 

وِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  ْْۢبُلَةْسَبْعَ سَنَابِلَ فِْ كُلِّ  اَهْْۢبَتتَْْمَثَلُ الَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََمُْ فِْ سَبِيْلِ اللّّٰ ْمِّائةَُ  سُن ٍۗ حَبَّةة

ُْ عِفُ لِمَنْ  وَالّلٰ ُْيُضّٰ وَالّلٰ َّشَاۤءٍُْۗ  وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ي
            Artinya:  

Pe$rumpamaan orang-orang yang me$nginfakkan hartanya dijalan 

Allah adalah se$pe$rti (orang-orang yang me$nabur) se$butir biji 
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Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177. 
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(be$nih) yang me$numbuhkan tujuh tangkai, pada se$tiap tangkai 

ada se$ratus biji. Allah me$lipat gandakan (pahala) bagi siapa 

yang Dia ke$he$ndaki. Allah Maha luas lagi Maha me$nge$tahui. 

(Q.S. Al-Baqarah/ 2: 261). 

 

وِ ثَُُّ لََ يُ تْبِعُوْنَ  الََّذِيْنَ  َّهُمْْْمَنِّا مَآْاَهفَْقُوْايُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََمُْ فِْ سَبِيْلِ اللّّٰ لََْٓاَذًىْۙل ْوَلََْاَجْرُىُمْ عِنْدَ  وَّ مْْۚ ِ رَبِّّ

 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ ىُمْ يََْزَنُ وْنَ 
           Artinya:  

Orang-orang yang me$nginfakkan harta me$re$ka dijalan Allah, 

ke$mudian tidak me$ngiringi apa yang me$re$ka infakkan itu 

de$ngan me$nye$but-nye$butnya dan me$nyakiti (pe$rasaan 

pe$ne$rima), bagi me$re$ka pahala disisi Tuhan me$re$ka. Tidak ada 

rasa takut pada me$re$ka dan me$re$ka tidak be$rse$dih. (Q.S. Al-

Baqarah/ 2: 262).
40

 

 

Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 261, jika dihubungkan de$ngan 

politik e$konomi, me$nje$laskan bahwa e$konomi ne$gara dinilai te$lah be$rhasil 

jika se$lalu tumbuh be$rke$mbang dan me$ningkat. Pe$me$rintah harus be$rusaha 

me$nge$ndalikan antara input dan output e$konomi ne$gara, se$hingga le$bih 

be$sar pe$masukan dari pada pe$nge$luaran ne$gara. 

Se$dangkan Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 262 me$nje$laskan 

bahwa ne$gara me$mpunyai hak untuk me$mbuat ke$bijakan yang dinilai 

mampu untuk me$re$alisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat te$rse$but juga 

me$mbe$rikan pe$san supaya ke$bijakan yang diambil te$rse$but tidak 

be$rdampak ne$gatif bagi masyarakat.
41

 

Dalam konte$ks fiqih siyasah yang mana se$gala ke$bijakan harus 

be$rtujuan untuk ke$maslahatan umat dan se$gala hal yang be$rpote$nsi 

me$nimbulkan ke$mudaratan harus dijahui dan dihindari. Ke$tika se$buah 
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pe$raturan pe$me$rintah yang be$rte$ntangan dan me$langgar hak-hak se$buah 

konstitusi atau tidak se$suai untuk ke$maslahatan maka dapat dikatakan 

me$ngandung ke$mudaratan dan me$nciptakan ke$tidakadilan sosial. 

2) Hadist 

Pe$nge$rtian hadist se$cara istilah me$nurut ulama ushul adalah apa-

apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam be$ntuk 

ucapan, pe$rbuatan maupun pe$ngakuan dan sifat Nabi. Ajaran agama Islam 

me$miliki sumbe$r hukum utama dan pe$rtama yaitu Al-Qur‟an se$bagai 

pe$tunjuk hidup umat Islam dan hadist me$rupakan sumbe$r ke$dua se$te$lah 

Al-Qur‟an. Ke$be$radaan hadist me$njadi pe$langkap agar umat Islam tidak 

salah dalam me$maknai se$tiap ayat Al-Qur‟an atau ajaran agama Islam.
42

 

Dan fiqh siyasah maliyah ini sumbe$r hukum dari hadist yang 

be$rsangkutan de$ngan pe$nge$lolaan ke$uangan, pe$ndapatan Ne$gara dan 

pe$nge$luaran Ne$gara yang se$suai. Be$be$rapa contoh hadist yang 

be$rsangkutan de$ngan fiqh siyasah maliyah se$bagai be$rikut: 

عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ كُلُّكُ  ثوَُ أَنَّ عَبْدَ اللَّوِ بْنَ عُمَرَ يَ قُولُ سََِ مْ راَعٍ حَدَّ
مَاُ  راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ وَالرَّجُلُ راَعٍ فِ أىَْلِوِ وَىُوَ مَسْئُولٌ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ الِْ 

يِّدِهِ عَنْ رَعِيَّتِوِ وَالْمَرْأةَُ راَعِيَةٌ فِ بَ يْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْْاَدُِ  راَعٍ فِ مَالِ سَ 
الَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قاَلَ وَالرَّجُلُ راَعٍ فِ مَالِ أبَيِوِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ قَ 

 وكَُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ 
Artinya: 

Abdullah Bin Umar ra, dia be$rkata: Rasulullah Saw. te$lah 

be$rsabda: Kalian se$muanya pe$mimpin (pe$me$lihara) dan 

be$rtanggung jawab te$rhadap rakyatnya. Se$orang raja adalah 
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pe$mimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya te$ntang 

ke$pe$mimpinannya. Se$orang suami adalah pe$mimpin 

ke$luarganya dan akan ditanya te$ntang ke$pe$mimpinannya. 

Se$orang ibu me$mimpin rumah suaminya dan anak-anaknya 

dan akan ditanya te$ntang ke$pe$mimpinannya. Se$orang hamba 

(buruh) pe$mimpin harta majikannya dan akan ditanya te$ntang 

pe$me$liharaannya. Camkanlah bahwa kalian se$mua adalah 

pe$mimpin dan akan dimintai pe$rtanggung jawaban te$ntang 

ke$pe$mimpinannya. (H.R Bukhari).
43

 

 

Dapat dipahami bahwa se$tiap pe$rbuatan yang kita lakukan akan 

dimintai pe$rtanggungjawaban. Se$orang pe$mimpin akan dimintai 

se$bagaimana dia be$rbuat untuk rakyatnya. Se$hingga dalam me$ne$ntukan 

ke$bijakan harus dibuat de$ngan pe$nuh pe$rtimbangan yang matang, agar 

tidak memberikan kemudharatan bagi rakyat. 

 

c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Maliyah        

Siyasah maliyah me$rupakan aspe$k yang sangat pe$nting dalam 

me$ngatur pe$masukan dan pe$nge$luaran ke$uangan untuk ke$maslahatan 

masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara 

ke$bijakan yang harus diambil untuk me$ngharmonisasikan antara dua 

ke$lompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar ke$se$njangan diantara 

me$re$ka tidak me$le$bar. Siyasah maliyah me$mpunyai dua bidang kajian 

yaitu kajian te$ntang ke$bijakan pe$nge$lolaan siste$m ke$uangan dan kajian 

te$ntang pe$nge$lolaan sumbe$r daya alam. Islam me$nunjukkan ke$pe$dulian 

yang sangat tinggi ke$pada kaum fakir dan miskin. Adapun ruang lingkup 

fiqh siyasah maliyah, yaitu: 
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1. Hak Milik 

Islam te$lah me$ne$tapkan adanya hak milik pe$rse$orangan te$rhadap 

harta yang dihasilkan de$ngan cara-cara yang tidak me$langgar hukum 

syara, dalam Islam juga me$ne$tapkan cara-cara me$lindungi hak milik ini, 

baik me$lindungi dari pe$ncurian, pe$rampokan, pe$rampasan yang dise$rtai 

de$ngan sanksinya. Se$orang pe$milik harta juga me$mpunyai hak me$nge$lola 

hartanya de$ngan cara me$njualnya, me$nye$wakannya, me$wasiatkannya, 

me$nggadaikannya dan me$mbe$rikan se$bagian dari hak-hak ahli waris. 

De$ngan de$mikian hak-hak untuk me$ndapatkan warisan dan hak-hak 

me$waris juga me$mbuktikan adanya hak milik. Hanya saja Islam 

me$mbe$rikan batasan-batasan te$ntang hak milik pe$rse$orangan ini agar 

manusia me$ndapatkan ke$maslahatan dalam me$nge$mbangan harta, 

me$nafkahkan dan pe$mutarannya.
44

 

2. Zakat 

Zakat me$rupakan se$suatu yang wajib dike$luarkan ole$h se$orang 

muslim, dimana zakat yang dike$luarkan ole$h orang kaya te$rhadap hartanya 

dise$rahkan ke$pada mustahik (orang yang be$rhak me$ne$rimanya) yang 

sudah dite$ntukan ole$h syariat. Zakat juga salah satu rukun Islam yang 

hukumnya fardu „ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. 

Zakat be$rfungsi untuk me$mbe$rsihkan hati manusia dari sifat kikir dan 

ke$cintaan yang be$rle$bihan te$rhadap harta, se$rta dapat me$numbuhkan sifat-

sifat baik dalam diri se$se$orang. Zakat me$liputi zakat maal (binatang 
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te$rnak, e$mas dan pe$rak, biji makanan yang me$nge$nyangkan, buah-buahan, 

harta pe$rniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.
45

 

3. Ghanimah 

Ghanimah adalah istilah dalam bahasa Arab yang be$rarti harta 

rampasan pe$rang yang be$rhasil dirampas dari orang orang kafir me$lalui 

pe$pe$rangan.  Harta ini dapat be$rupa, harta be$rge$rak se$pe$rti se$njata, 

ke$ndaraan, makanan, e$mas, dan pe$rhiasan. Harta tidak be$rge$rak, te$rmasuk 

tanah dan bangunan yang dikuasai se$te$lah me$nang dalam pe$pe$rangan. 

Ke$mudian tawanan pe$rang, be$rupa musuh yang ditangkap se$lama 

pe$rte$mpuran.
46

 

4. Jizyah 

Jizyah diambil dari kata jaza’ yang be$rarti me$mbalas jasa atau 

me$ngganti ke$rugian te$rhadap suatu hal atau suatu pe$ke$rjaan yang te$lah 

dilakukan. Se$cara istilah jizyah be$rarti pajak yang dipungut ole$h ne$gara 

Islam dari rakyat non-muslim yang me$mbuat pe$rjanjian de$ngan 

pe$me$rintahan Islam de$ngan cara me$mbayar pajak agar me$ndapat jaminan 

pe$rlindungan dari ne$gara yang be$rsangkutan. Ke$bijakan jizyah me$rupakan 

suatu ke$bijakan pe$rlindungan te$rhadap ke$hidupan non-muslim yang 

be$rnilai e$konomi bagi ne$gara.  
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Ke$bijakan yang be$rke$adilan sosial bagi se$tiap pe$nduduk. Muslim 

maupun non-muslim me$mpunyai ke$wajiban yang sama bagi ke$makmuran 

dan ke$se$jahte$raan ne$gara, kare$na sama-sama me$mpe$role$h fasilitas dan 

sarana. Jizyah sangat te$rkait e$rat de$ngan ke$bijakan dan pe$nge$lolaan 

ke$uangan ne$gara se$bagai salah satu cabang dari siyasah maliyah yang 

pe$mbahasannya me$liputi pe$masukan, pe$nge$lolaan se$rta pe$nge$luaran uang 

milik ne$gara.
47

 

5. Kharaj 

Kharaj be$rasal dari bahasa Arab yang be$rarti me$nge$luarkan. Se$cara 

istilah kharaj me$miliki arti se$bagai iuran yang wajib dibayar ole$h rakyat 

se$bagai sumbangan ke$pada ne$gara atau pe$me$rintahan se$hubungan de$ngan 

pe$ndapatan, pe$milikan, harga be$li barang dan lain se$bagainya. Se$dangkan, 

dalam pe$nge$rtian lain kharaj adalah se$suatu yang dike$luarkan, misalnya 

dike$luarkannya pungutan dari hasil tanah pe$rtanian dan dapat dikatakan 

pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dike$nakan pajak atas tanah yang 

dimiliki ole$h non-muslim. 

Tujuan utama adanya kharaj adalah agar te$rpe$liharanya agama, 

jiwa, akal, ke$turunan dan harta. Pe$role$han pe$rlindungan te$rse$but tidak 

hanya be$rlaku ke$pada induvidu maupun golongan te$rte$ntu, te$tapi se$luruh 

masyarakat. Dalam me$njalankan roda pe$me$rintahan, pe$me$rintah dapat 
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me$nggunakan harta dari hasil pungutan pajak kharaj untuk me$re$alisasikan 

ke$se$jahte$raan.
48

 

6. Fa‟i 

Fa‟i be$rasal dari kata fa’a-yafi’u yang be$rarti ke$mbali. Se$dangkan 

me$nurut istilah, fa‟i me$rupakan harta rampasan pe$rang yang dipe$role$h dari 

kaum kafir tanpa me$lalui pe$pe$rangan. Fa‟i dapat dipe$role$h dari hasil 

pe$njanjian damai, atau se$te$lah be$rakhirnya pe$pe$rangan se$pe$rti jizyah, 

kharaj, dan „usyur dari pe$dagang dikalangan ahlu dzimmah dan be$a masuk 

yang me$lintas wilayah Islam. 

Fa‟i adalah istilah dalam e$konomi Islam yang me$rujuk pada harta 

yang dipe$role$h dari pihak non-muslim tanpa me$lalui pe$pe$rangan. Harta ini 

dapat be$rasal dari dae$rah yang te$lah tunduk ke$pada ke$kuasaan Islam, 

te$rmasuk harta yang dibe$rikan se$cara sukare$la ole$h musuh atau yang 

ditinggalkan tanpa pe$rlawanan. Konse$p fa‟i diatur dalam syariah dan 

me$miliki fungsi pe$nting dalam pe$nge$lolaan ke$uangan publik di ne$gara 

Islam. Fa‟i diatur pe$nggunaannya ole$h Rasulullah, se$bagai harta ne$gara 

dan dike$luarkan untuk me$me$nuhi ke$butuhan pangan masyarakat umum.
49

 

7. Baitul Mal 

Baitul maal be$rasal dari dua suku kata yaitu al-bait dan al-mal 

yang be$rmakna rumah tangga dan harta.  Fungsi utamanya adalah se$bagai 
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gudang pe$ngumpulan dan pe$nge$luaran pe$ndapatan ne$gara. Kalimat baitul 

maal se$karang sudah dise$rap me$njadi bahasa Indone$sia yang dipe$rgunakan 

dalam pe$rbankan. Baitul maal adalah te$mpat yang dikhususkan untuk 

kaum muslimun, yaitu institusi yang be$rtanggungjawab atas pe$me$liharaan 

public prope$rty (harta milik umum) dan prose$s harta (dana) ke$pada yang 

be$rkhak. 

Baitul mal adalah le$mbaga ke$uangan ne$gara yang be$rtugas 

me$ne$rima, me$nyimpan, dan me$ndistribusikan uang ne$gara se$suai de$ngan 

ke$te$ntuan syari‟at. Baitul maal dapat disamakan de$ngan kas ne$gara. Jadi, 

baitul maal me$miliki makna se$bagai le$mbaga ke$uangan dan te$mpat 

dikumpulkannya harta untuk dijaga. Se$te$lah harta baitul maal te$rkumpul 

maka harta itu didistribusikan ke$mbali se$suai de$ngan undang-undang dan 

ke$te$ntuan syari‟at yang be$rlaku.
50

 

5. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023  

Pe$raturan Dae$rah adalah pe$raturan hukum yang dite$tapkan ole$h 

pe$me$rintah dae$rah dan be$rlaku di wilayah administratif te$rte$ntu. Pe$raturan dae$rah 

dibe$ntuk ole$h De$wan Pe$rwakilan Rakyat Dae$rah (DPRD) be$rsama ke$pala dae$rah, 

baik di tingkat provinsi maupun kabupate$n/kota, dan me$miliki ke$kuatan hukum 

yang se$tara de$ngan undang-undang se$lama tidak be$rte$ntangan de$ngan pe$raturan 

yang le$bih tinggi. Pe$raturan dae$rah me$rupakan instrume$n pe$nting dalam 

pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan dae$rah yang be$rtujuan untuk me$me$nuhi ke$butuhan 
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masyarakat se$te$mpat se$cara e$fe$ktif dan se$suai de$ngan kondisi spe$sifik dae$rah 

te$rse$but.
51

 

Kabupate$n Pasaman Barat me$rupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupate$n 

pe$me$karan di provinsi Sumate$ra Barat, be$rsama de$ngan kabupate$n Dharmasraya 

dan kabupate$n Solok Se$latan, be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2003. Luas kabupate$n Pasaman Barat kisaran 3.864,02 km2 de$ngan jumlah 

pe$nduduk 441.773 jiwa (2023), de$ngan administrasi pe$me$rintahan yang me$liputi 

11 (se$be$las) ke$camatan dan 90 (se$mbilan puluh) nagari.
52

 Pe$me$rintahan 

Kabupate$n Pasaman Barat me$nge$luarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2023 te$ntang 

Pe$ngalokasian Dana Nagari yang be$rtujuan untuk me$mbiayai ke$bijakan 

pe$me$rintah nagari dalam me$laksanakan ke$giatan pe$me$ritahan, pe$mbanguna, dan 

pe$mbe$rdayaan masyarakat. 

 

6. Gambaran Umum Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas 

Kabupaten Pasaman Barat 

a. Sejarah Singkat Nagari Air Bangis 

Nama Air Bangis muncul se$kitar abad ke$-17 dibe$rikan ole$h se$se$orang 

dari rombongan Ke$rajaan Indrapura yang be$rlayar ke$ kawasan utara Pantai Barat 

Sumate$ra yang be$rtujuan untuk me$ncari dae$rah baru. Rombongan te$rse$but 

me$ndarat di suatu te$mpat dan me$ne$mukan se$batang pohon yaitu bange$i (se$je$nis 

pohon yang tumbuh di pinggir sungai) di muaro sungai. Me$re$ka me$mbuat 

pe$rkampungan di muaro sungai, se$hingga pe$rkampungan te$rse$but be$rke$mbang, 

                                                           
51

Maksum Rangkuti, “Fakultas Hukum,” Artikel dari https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-

peraturan-daerah/, diakses pada 12 November 2024. 

52
https://pasamanbaratkab.go.id/, diakses pada 12 November 2024. 

https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/
https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-peraturan-daerah/
https://pasamanbaratkab.go.id/


    

 

32 
 

 
 

dan me$mbe$ntuk pe$me$rintahan untuk me$ngatur tata ke$hidupan masyarakat. Dae$rah 

pe$rkampungan itulah yang ke$mudian dinamakan Aye$r Bange$i, yang arti 

harfiahnya dapat te$rje$mahkan se$bagai „muara sungai (aye$r/air) yang dipinggirnya 

tumbuh batang pohon bange$i.‟ Lalu pe$rlahan-lahan pe$ngucapan te$rse$but be$rubah 

me$njadi Air Bangis.
53

 

Se$jak te$rbe$ntuk, Air Bangis be$rke$mbang me$njadi pusat pe$rdagangan. 

Se$be$lum ke$datangan orang-orang E$ropa, pe$labuhan Air Bangis sudah dikunjungi 

pe$laut-pe$laut dari Arab, Cina, dan Gujarat. Pada tahun 1665, saudagar VOC di 

bawah pimpinan Jacob Groe$ne$we$ge$n me$ndatangi Pe$labuhan Air Bangis dan 

me$ncoba me$ngusir Ace$h dari kawasan ini. Namun usahanya masih gagal. VOC 

mulai me$ndirikan loji dan pe$me$rintahan di Pe$labuhan Air Bangis baru pada tahun 

1687 de$ngan nama comptoir utara de$ngan ibukota Air Bangis. 

Ke$hadiran VOC di Pe$labuhan Air Bangis tidak jauh be$rbe$da de$ngan apa 

yang te$lah dilakukan Ke$sultanan Ace$h pada wilayah ini, yakni me$ngincar lada 

dan e$mas dari dae$rah hinte$rland kawasan te$rse$but, dan VOC juga me$ne$rapkan 

siste$m pe$rdagangan yang sifatnya monopolistis. Lada dan e$mas me$rupakan dua 

komoditas pe$rdagangan utama dae$rah ini yang be$tul-be$tul diawasi de$ngan ke$tat 

ole$h VOC. Untuk me$lakukan transaksi pe$rdagangan de$ngan pe$nduduk Pe$labuhan 

Air Bangis, VOC me$lakukan transaksi yang cukup rumit. VOC me$ngangkut e$mas 

yang didapatkan dari dae$rah hinte$rland Pantai Barat Sumate$ra ke$ pantai 

Coromande$l, kare$na ke$kurangan uang untuk me$mbe$li lada dan re$mpah-re$mpah.  
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Di Coromande$l VOC me$nce$tak uang e$mas se$ndiri dan me$mbe$li kain 

katun dari India Barat maupun India Se$latan. Se$jak tahun 1668 kain dijadikan 

se$bagai alat tukar bagi se$tiap pe$mbe$lian e$mas, lada, dan re$mpah-re$mpah di Pantai 

Barat Sumate$ra. Dari pe$rdagangan ini VOC dipe$rkirakan me$ndapat ke$untungan 

se$kitar 75%.
54

 

b. Letak Geografis Nagari Air Bangis 

Nagari Air Bangis me$rupakan se$buah nagari yang te$rle$tak di Kabupate$n 

Pasaman Barat Provinsi Sumate$ra Barat. Nagari Air Bangis me$rupakan satu-

satunya Nagari yang be$rada di dalam wilayah administratif ke$camatan Sungai 

Be$re$mas Kabupate$n Pasaman Barat. Se$hingga se$cara otomatis luas wilayah 

Nagari Air Bangis sama de$ngan luas wilayah Ke$camatan Sungai Be$re$mas. Se$cara 

ge$orafis Nagari Air Bangis te$rle$tak di 00° 09´-00° 31´ LU dan 99° 10´-99° 34´ BT 

de$ngan ke$tinggian dari pe$rmukaan laut 0-319 mdpl, se$dangkan luas wilayah 

me$ncapai 440,48 KM, se$hingga Air Bangis me$rupakan nagari te$rluas di 

Kabupate$n Pasaman Barat yaitu se$kitar 11,33% dari luas wilayah Kabupate$n 

Pasaman barat. Topografi Air Bangis, te$rutama dise$kitaran pusat Nagari, te$rdiri 

dari daratan re$ndah be$rupa hutan be$lantara. Be$rikut me$rupakan pe$ta Ke$camatan 

Sungai Be$re$mas.  

Nagari Air Bangis be$rbatasan langsung de$ngan Samude$ra Indone$sia 

se$be$lah Se$latan, se$be$lah Utara be$rbatasan de$ngan Ke$camatan Ranah Batahan, 

se$be$lah Barat be$rbatasan langsung de$ngan Provinsi Sumate$ra Utara dan se$be$lah 

Timur be$rbatasan de$ngan Ke$camatan Koto Balingka. Nagari Air Bangis dike$nal 
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de$ngan istilah nama “se$mbilan nagari” yaitu be$rupa Se$mbilan te$luk, se$mbilan 

pulau, se$mbilan batu, se$mbilan gunung, se$mbilan suak, se$mbilan muara, se$mbilan 

ujung, se$mbilan kampung, se$mbilan me$sjid. Air Bangis te$rle$tak dipinggir pantai 

se$buah te$luk de$ngan nama yang sama de$ngan nagari yaitu te$luk Air Bangis. Te$luk 

te$rse$but be$rhadapan langsung de$ngan samude$ra hindia.
55

 

c. Kondisi Demografis Nagari Air Bangis 

Kondisi de$mografis me$rujuk pada karakte$ristik populasi. Data 

de$mografis digunakan untuk me$nganalisis struktur dan dinamika populasi suatu 

wilayah atau ke$lompok. Adapun kondisi de$mografis Nagari Air Bangis 

Ke$camatan Sungai Be$re$mas Kabupate$n Pasaman Barat adalah se$bagai be$rikut: 

1. Jumlah Pe$nduduk 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Je$nis Ke$lamin Jumlah 

Laki-laki 14761 

Pe$re$mpuan 14054 

Jumlah 28815 

Sumbe$r: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024 

Pe$nduduk Nagari Air Bangis be$rdasarkan data te$rakhir se$nsus pe$nduduk 

tahun 2024, jumlah pe$nduduk rumah tangga se$banyak 8.424 KK de$ngan total 

jumlah 28.815 jiwa, de$ngan rincian 14.761 jiwa laki-laki dan 14054 jiwa 

pe$re$mpuan. 
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2. Jumlah Ke$jorongan 

Tabel 2.2 

Jumlah Kejorongan di Nagari Air Bangis 

No Nama Ke$jorongan Wali Jorong 

1. Pasar Satu Doni De$rmawan 

2. Pasar Dua Suak Suhe$rman. Tj 

3. Pasar Muara Robe$r Hamdi 

4. Pasar Baru Barat Fitri Wazir Admad 

5. Pasar Baru Timur Nofi He$ndra 

6. Pasar Baru Utara Amaldi 

7. Kampung Padang Utara He$ndri 

8. Kampung Padang Se$latan De$pi Yuhe$ndra 

9. Pasar Pokan Gustri Fe$ndra 

10. Bunga Tanjung Bob Guadhino 

11. Pigogah Patibubur Zaniarlis 

12. Silawai Te$ngah We$wandri 

13. Silawai Timur Hamdi, A.ma 

14. Pulau Panjang Faizal 

15. Ranah Pe$nantian Zuni Harsyah 

Sumbe$r: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024 

3. Sarana dan Prasarana 

Be$rikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Nagari Air Bangis: 

Tabel 2.3 

Sarana Umum di Nagari Air Bangis 

Sarana Jumlah 

Pasar 1 

Pe$labuhan 1 
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Puske$smas 1 

Apotik 3 

Pe$rpustakaan 1 

Sumbe$r: Dok. Kantor Nagar Air Bangisi, 2024 

Tabel 2.4 

Sarana Agama di Nagari Air Bangis 

Sarana Jumlah 

Me$sjid 19 

Mushala 7 

Sumbe$r: Dok. Kantor Nagari Air Bangis, 2024 

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Air Bangis 

Struktur organisasi pe$me$rintahan adalah siste$m yang me$nde$fe$nisikan 

hie$rarki dalam organisasi pe$me$rintahan, de$ngan tujuan untuk me$ne$tapkan cara 

organisasi te$rse$but be$rope$rasi dan me$ncapai tujuannya. 

SUSUNAN STUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI AIR BANGIS 

 

  

 

 

 

   

 

 

Wali Nagari 

j 

Bamus 

Kaur 

Perencanaa

n 

Kaur 

Keuangan 

Kaur 

Umum 

Kasi 

Pelayanan 

Sekretaris 

Kasi 

Kesejahtera

n 

Kepala 

Kewilayahan 

Kasi 

Pemerintahan 



    

 

37 
 

 
 

Adapun susunan struktur ke$le$mbagaan di atas, se$bagai be$rikut: 

a. Wali Nagari: Ne$lvia Warman S.Pd. 

b. Se$kte$taris Nagari: E$rmonsyah, S.E$, Ak 

c. Kaur Pe$re$ncanaan: Dina Normalina, S.E$ 

d. Kaur Ke$uangan: Fe$rri Nofiardi 

e. Kaur Umum: Afrina Wati 

f. Kasi Pe$layanan: Fitriadi 

g. Kasi Ke$se$jahte$raan: Zaiman, S.T 

h. Kasi Pe$me$rintahan: E$rmonsyah, S.E$, AK 

i. Ke$pala Ke$wilayahan: Wali Jorong 

Ada pun visi pe$me$rintahan Nagari Air Bangis adalah “Te$rbangunnya 

tata ke$lola pe$me$rintahan de$sa yang baik dan be$rsih guna te$rwujudnya 

ke$hidupan masyarakat de$sa yang adil, makmur dan se$jahte$ra se$rta be$rbudaya 

dan be$rakhlaq mulia.” Misi pe$me$rintahan Nagari Air Bangis, antara lain: 

a. Me$ningkatkan tata pe$me$rintahan yang de$mokratis, transparan, 

akuntabe$l, e$fisie$n dan e$fe$ktif. 

b. Me$ningkatkan pe$re$konomian pe$de$saan yang me$miliki daya saing 

be$rbasis pada BUMDe$s dan te$knologi, baik pe$rtanian, pe$rikanan, 

pe$rke$bunan dan home$ industri. 

c. Me$ningkatkan sumbe$r daya manusia yang se$hat (ke$se$hatan), ce$rdas 

(pe$ndidikan), agamis (ke$agamaan), dan be$rmoral (budaya). 

d. Me$ningkatkan pe$mbangunan infrastuktur pe$de$saan yang te$rarah dan 

be$rkualitas. 
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e. Me$ningkatkan pe$ran ke$le$mbagaan dan masyarakat de$sa dalam 

me$ndorong pe$mbangunan de$sa. 

f. Me$ningkatkan siste$m ke$amanan lingkungan masyarakat de$sa. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pe$ne$litian te$rdahulu yaitu se$bagai sumbe$r yang pe$rnah ada dari hasil 

pe$ne$litian yang ke$mudian akan digunakan ole$h pe$nulis se$bagai pe$mbandingan. 

Be$rikut ini be$be$rapa hasil pe$ne$litian te$rdahulu yang re$le$van de$ngan pe$ne$litian 

pe$nulis saat ini: 

1. Skripsi milik Fitri Yani Sire$gar de$ngan judul Pe$laksanaan Pe$nge$lolaan 

Dana De$sa Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Te$ntang 

De$sa Pe$rspe$tif Fiqh Siyasah (Studi Kasus De$sa Gunungtua Julu, 

Kabupate$n Padang Lawas Utara). Hasil pe$ne$litian ini me$nunjukkan 

bahwa pe$laksanaan pe$nge$lolaan dana de$sa Gunungtua Julu sudah 

te$rlaksana se$suai de$ngan UU Nomor 6 Tahun 2014 baik dari tahap 

pe$re$ncanaan pe$mbangunan de$sa, pe$nyusunan, pe$laksanaan dan 

pe$rtanggungjawaban pe$nggunaan dana de$sa. Pe$laksanaan pe$nge$lolaan 

dana de$sa Gunungtua Julu juga tidak be$rte$ntangan de$ngan aturan Islam 

baik dari se$gi pe$rspe$ktif siyasah.
56

 Adapun le$tak pe$rsamaan de$ngan 

pe$ne$litian te$rdahulu sama-sama me$ne$liti te$ntang Pe$nge$lolaan Dana De$sa, 

se$dangkan le$tak pe$rbe$daanya dari lokasi pe$ne$litian, landasan pe$raturan 
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yang digunakan pe$ne$liti be$rupa Pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 

7 Tahun 2023 yang hanya be$rfokus pada tahun anggaran 2023. Pe$ne$liti 

me$nggunakan tinjauan fiqh siyasah maliyah yang me$rujuk pada re$gulasi 

pe$masukan dan pe$nge$luaran ke$uangan yang dilakukan untuk ke$pe$ntingan 

umum 

2. Skripsi milik Muh. Ainussyirwan de$ngan judul Tinjauan Siyasah 

Maliyah Te$rhadap Pe$nge$lolaan Dana De$sa di De$sa Padangloang Alau 

Ke$camatan Duapitue$ Kabupate$n Side$re$ng Rappang. Hasil pe$ne$litian ini 

me$nunjukkan bawah pe$ne$rapan prinsip transparasi dan 

pe$rtanggungjawaban pe$nge$lolaan dana de$sa di De$sa Padangloang Alau 

Ke$camatan Duapitue$ Kabupate$n Side$nre$ng Rappang sudah baik de$ngan 

te$rbukanya pe$me$rintah de$sa ke$pada masyarakat te$ntang dokume$n-

dokume$n pe$me$rintah de$sa ke$mudian de$ngan me$libatkan Masyarakat de$sa 

dan Badan Pe$rmusyawaratan De$sa dalam pe$nge$lolaan dana de$sa untuk 

be$rpartisipasi dalam Musyawarah De$sa dan Musre$mbang De$sa. 

Pe$rspe$ktif siyasah Maliyah dalam Pe$nge$lolaan dana de$sa di de$sa 

Padangloang Alau Ke$camatan Duapitue$ Kabupate$n Side$nre$ng Rappang 

be$rjalan de$ngan baik de$ngan me$mpe$rhatikan be$be$rapa indicator dalam 

siyasah maliyah.yaitu partisipasi, trasnparansi, e$quity dan pe$rtanggung 

jawaban, pe$me$rintah de$sa me$libatkan masyarakat de$sa dan BPD dalam 

prose$s pe$nye$le$nggaraan dana de$sa ke$mudian tidak me$mbe$dakan laki laki 

dan pe$re$mpuan untuk me$nyalurkan suaranya dalam pe$nge$lolaan dana 
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de$sa.
57

 Adapun le$tak pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian te$rdahulu sama-sama 

me$ne$liti te$ntang Pe$nge$lolaan Dana De$sa de$ngan pe$rspe$ktif siyasah 

maliyah, se$dangkan pe$rbe$daanya dari lokasi pe$ne$litian, fokus pe$ne$liti 

te$rhadap Pe$nge$lolaan Dana De$sa dalam pe$mbangunan de$ngan landasan 

Pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023. 

3. Skripsi milik Mohammad Al Jose$ Sidmag de$ngan judul Tinjauan Fikih 

Siyasah Maliyah Te$rhadap Pe$nge$lolaan Dana De$sa Untuk Ke$se$jahte$raan 

Umum Masyarakat Di De$sa Buluge$de$g Ke$camatan Be$ndo Kabupate$n 

Mage$tan. Adapun hasil pe$ne$litian ini adalah pe$nge$lolaan dana de$sa di 

De$sa Buluge$de$g Ke$camatan Be$ndo Kabupate$n Mage$tan untuk 

ke$se$jahte$raan umum masyarakat pada tahun 2017 sangat te$rbantu de$ngan 

aplikasi Siste$m Manage$me$n De$sa yang me$mpe$rmudah untuk alokasi 

ke$se$jahte$raan umum masyarakat, te$rutama pe$mbe$rdayaan masyarakat, 

pe$mbinaan masyarakat, dan pe$mbangunan de$sa. De$ngan aplikasi Siste$m 

Manage$me$n De$sa ini, pe$me$rintah De$sa Bulge$de$g Ke$camatan Be$ndo 

Kabupate$n Mage$tan te$rbantunya dalam me$nge$lola dana de$sa. Untuk 

pe$nge$lolaan dana de$sa dalam fikih siyasah maliyah di katagorikan dalam 

baitulmal, se$pe$rti pe$mbe$lanjaan dan pe$nge$luaran be$lanja ne$gara dan dan 

ke$butuhan warganya antara lain, untuk orang fakir miskin, 

profe$sionalisme$ te$ntara, untuk me$nigkatkan supe$rmasi hukum, 

me$mbiayai se$ktor pe$ndidikan dalam rangka me$nciptakan sumbe$r daya 
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manusia yang be$rtakwa dan be$rilmu pe$nge$tahuan, me$mbayar gaji 

pe$gawai dan pe$jabat Ne$gara, pe$nge$mbangan infrastuktur dan sarana atau 

prasarana fisik, me$ningkatkan ke$se$hatan masyarakat, me$wujudkan 

ke$se$jahte$raan umum dan pe$me$rataan pe$ndapatan ke$kayaan. Me$skipun 

pe$nge$lolaan dana de$sa yang di be$rikan ke$pada de$sa se$tiap tahun juga 

untuk ke$pe$ntingan ke$maslahatan umat dalam be$ntuk pe$mbe$rdayaan 

masyarakat ke$majuan De$sa Buluge$de$g ke$camatan Be$ndo Kabupate$n 

Mage$tan. Maka pe$nge$lolaan dana de$sa dalam fikih siyasah maliyah 

te$rmasuk dalam baitul mal.
58

 Adapun le$tak pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian 

te$rdahulu sama-sama me$ne$liti te$ntang Pe$nge$lolaan Dana De$sa de$ngan 

pe$rspe$ktif siyasah maliyah, se$dangkan pe$rbe$daanya dari lokasi pe$ne$litian 

dan fokus pe$ne$liti te$rhadap Pe$nge$lolaan Dana De$sa dalam pe$mbangunan 

de$ngan landasan Pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pe$ne$litian ini me$rupakan pe$ne$litian lapangan (Fie$ld Re$se$arch), yaitu 

pe$ne$litian yang me$ngumpulkan data de$ngan pe$ngamatan untuk me$mpe$role$h 

informasi yang dipe$rlukan. Pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$nde$katan kualitatif 

yaitu suatu pe$ne$litian yang be$rorie$ntasi pada fe$nome$na atau ge$jala yang be$rsifat 

alami, me$nggunakan ke$nyataan dan re$alita lapangan yang digali se$cara inte$nsif.
59

 

Dimana pe$ne$litian ini me$nguraikan te$ntang pe$nge$lolaan alokasi dana 

nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 

7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas pe$rspe$ktif fiqh 

siyasah maliyah.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pe$nde$katan pe$ne$litian me$nggunakan pe$nde$katan kualitatif yang be$rsifat 

de$skriptif adalah rise$t kualitatif be$rsifat me$nggambarkan atau me$nde$skripsikan 

makna data se$rta fe$nome$na yang dipe$role$h saat be$rada dilapangan, de$ngan 

me$mbe$rikan bukti-bukti te$rkait fakta yang se$be$narnya di lapangan. Pe$ne$litian 

Kualitatif adalah me$tode$ pe$ne$litian yang be$rfokus pada pe$ngumpulan dan analisis 

data non-nume$rik untuk me$mahami fe$nome$na sosial, budaya, dan politik.
60
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 Pe$ne$litian kualitatif adalah pe$nde$katan pe$ne$litian yang be$rtujuan untuk 

me$mahami fe$nome$na sosial me$lalui inte$rpre$tasi me$ndalam, de$skripsi, dan analisis 

konte$kstual. Pe$ne$litian kualitatif me$ne$kankan pe$ntingnya me$mahami makna yang 

dibe$rikan ole$h induvidu te$rhadap pe$ngalaman dan fe$nome$na yang me$re$ka alami. 

Me$tode$-me$tode$ dalam pe$ne$litian kualitatif me$liputi wawancara me$ndalam, 

obse$rvasi partisipasi, analisis te$ks, studi kasus, dan analisis konte$n. Me$tode$-

me$tode$ ini dirancang untuk me$ndapatkan wawasan me$ndalam dan konte$kstual 

te$ntang fe$nome$na yang diamati.
61

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Te$mpat yang akan dijadikan se$bagai lokasi pe$ne$litian adalah di Nagari 

Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas, Kabupate$n Pasaman Barat. Alasan 

me$milih lokasi pe$ne$litian te$rse$but adalah kare$na adanya masalah yang harus 

dite$liti dan juga mudah dijangku kare$na me$rupakan nagari te$mpat tinggal pe$ne$liti. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam pe$nde$katan kualitatif subje$k juga dise$but se$bagai informan dalam 

pe$ne$litian. Informan me$rupakan orang yang me$mbe$rikan informasi te$ntang situasi 

dan kondisi latar pe$ne$litian.
62

 Jadi, dalam pe$ne$litian ini, pe$ne$liti me$nggunakan 

informan se$bagai subje$k pe$ne$litian. Informan te$rbagi pada dua macam, yaitu: 

1. Informan kunci, adalah me$re$ka yang me$mbe$rikan informasi se$cara je$las 

dan te$rpe$rcaya te$rkait de$ngan informasi yang ingin didapatkan. Informan 
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kunci dalam pe$ne$litian ini, yakni Wali Nagari Air Bangis, Kaur Ke$uangan 

Nagari, Kasi Ke$masyaraktan Nagari, Ketua Badan Permusyawaratan 

Nagari. 

2. Informan biasa, adalah orang yang dapat me$mbe$rikan informasi se$cara 

me$ndalam me$nge$nai pe$rmasalahan yang akan dite$liti, namun se$batas hal-

hal te$rte$ntu. Adapun yang me$njadi informan biasa adalah Ke$pala Jorong. 

Se$dangkan obje$k pe$ne$litian me$rupakan salah satu titik fokus pe$rhatian 

dalam suatu pe$ne$litian. Adapun yang me$njadi obje$k pe$ne$litian ini adalah 

pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan be$rdasarkan pe$raturan 

Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Air Bangis Ke$camatan 

Sungai Be$re$mas. 

 

E. Informan Penelitian 

Dalam pe$ne$litian kualitatif tidak me$nggunakan istilah populasi, kare$na 

pe$ne$litian kualitatif be$rangkat dari kasus te$rte$ntu yang ada pada situasi sosial 

te$rte$ntu dan hasil kajiannya tidak akan dibe$rlakukan ke$ populasi. Sampe$l dalam 

pe$ne$litian kualitatif bukan dinamakan re$sponde$n, te$tapi se$bagai narasumbe$r, 

partisipan, informan dan sampe$l dalam pe$ne$litian kualitatif bukan dise$but sampe$l 

statistik, te$tapi sampe$l te$oritis.
63

 

Adapun informan dalam pe$ne$litian ini adalah, 1 (satu) orang Wali Nagari 

Air Bangis, 1 (satu) orang Kaur Ke$uangan, 1 (satu) orang Kasi Ke$masyarakatan, 1 
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(satu) orang Ke$tua Permusyawaratan Nagari, 1 (satu) orang Ke$pala Jorong. Untuk 

le$bih je$lasnya informan te$rse$but dapat dilihat pada tabe$l be$rikut ini: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Nama Informan Jabatan Informan 

1. Ne$lvia Warman, S.Pd. Wali Nagari Air Bangis 

2. Fe$rri Nofiardi Kaur Ke$uangan 

3. Zaiman, S.T Kasi Ke$masyarakatan 

4. Ir. E$rilsyah, M.M Ke$tua Bamus Nagari 

5. Me$wandri Ke$pala Jorong Silawai Te$ngah 

 Sumbe$r: Dok. Kantor Nagari Air Bangis 2024 

 

F. Sumber Data 

Adapun sumbe$r data yang digunakan dalam pe$ne$litian ini dibagi me$njadi 

tiga yaitu, sumbe$r data prime$r, sumbe$r data se$kunde$r dan sumbe$r data te$rsie$r. 

1. Data prime$r, adalah je$nis data yang dikumpulkan se$cara langsung ole$h 

pe$ne$liti dari sumbe$rnya, tanpa me$lalui pe$rantara. Adapun data prime$r 

yang digunakan pe$ne$liti dalam me$nge$rjakan pe$ne$litian ini adalah Wali 

Nagari Air Bangis, Kaur Ke$uangan Nagari, Kasi Ke$masyarakatan 

Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Ke$pala Jorong. 

2. Data se$kunde$r adalah data yang dipe$role$h dari sumbe$r ke$dua atau 

sumbe$r se$kunde$r dari data yang dibutuhkan. Data se$kunde$r yang 

didapatkan be$rupa de$kume$n te$rtulis, gambar dan foto-foto ataupun 

arsip re$smi. Data se$kunde$r dipe$role$h de$ngan me$mbaca buku-buku, 
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pe$raturan pe$rundang-undangan yang e$rat kaitannya de$ngan masalah 

yang se$dang dite$liti. 

3. Data te$rsie$r, me$rupakan data pe$nunjang dari ke$dua data di atas yakni 

data prime$r dan data se$kunde$r. Data ini dipe$role$h me$lalui kamus, buku 

te$ks, e$nsiklope$dia dan lain se$bagainya yang masih ada ke$te$rkaitannya 

de$ngan masalah yang dite$liti. Data te$rsie$r tidak diambil langsung dari 

sumbe$r asli te$tapi me$nyajikana informasi yang te$lah diprose$s.
64

 

 

G. Taknik Pengumpulan Data 

Dalam pre$se$s pe$ngumpulan data, pe$ne$liti me$nggunakan be$be$rapa je$nis 

te$knik pe$ngumpulan data, antaranya: 

1. Obse$rvasi 

Me$tode$ obse$rvasi me$rupakan suatu ke$giatan pe$ngamatan te$rhadap 

se$buah obje$k pe$ne$litian se$cara langsung dan me$nde$tail untuk 

me$ne$mukan informasi me$nge$nai obje$k te$rse$but. Obse$rvasi pe$ne$litian 

ini dimana pe$ne$liti te$run langsung di lapangan. 

2. Wawancara 

Me$tode$ wawancara adalah te$knik pe$ngambilan data me$lalui 

pe$rtanyaan yang diajukan ole$h pe$wawancara se$cara lisan ke$pada 

narasumber de$ngan be$rte$mu se$cara langsung. Adapun orang yang akan 

diwawancarai dalam pe$ne$litian ini adalah wali Nagari Air Bangis, 

Kaur Ke$uangan Nagari, Kasi Ke$masyarakatan Nagari, Badan 
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Musyawarah Nagari, dan Ke$pala Jorong. Dalam prose$s wawancara 

de$ngan informan ada be$be$rapa yang me$nggunakan bahasa dae$rah 

se$hingga pe$nulis me$ne$rje$mahkannya ke$ dalam bahasa Indone$sia agar 

mudah dipahami. 

3. Dokume$ntasi 

Me$tode$ dokume$ntasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

me$mpe$role$h data dan informasi dalam be$ntuk buku, arsip, dokume$n 

yang dapat me$ndukung pe$ne$litian se$rta sumbe$r data yang dipe$role$h 

dari pe$ne$litian te$rdahulu dan buku-buku yang te$rdapat pe$mbahasannya 

se$suai judul pe$ne$litian.
65

 

4. Studi Ke$pustakaan 

Me$tode$ studi ke$pustakaan adalah me$tode$ pe$ne$litian yang 

me$libatkan analisis dan pe$ninjuan infromasi yang te$lah ada 

se$be$lumnya, yang be$rasal dari sumbe$r-sumbe$r se$pe$rti buku, jurnal 

ilmiah, artike$l, dan sumbe$r lainnya yang re$le$van de$ngan topik 

pe$ne$litian te$rte$ntu. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Te$knik analisis data dalam pe$ne$litian ini adalah taknik analisis de$skriptif 

kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan narasumber se$cara te$rtulis maupun se$cara 

lisan dicatat be$rdasarkan fakta yang ada dilapangan. Ke$tika se$mua data sudah 

te$rkumpul maka, pe$nulis akan me$nje$laskan se$cara rinci dan siste$matis se$hingga 

dapat dipahami se$cara je$las ke$simpulannya. Alasan pe$ne$liti me$nggunakan te$knik 
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ini kare$na me$nggambarkan suatu ke$adaan yang te$rjadi pada saat pe$ne$litian 

dilakukan dan je$nis pe$ne$litian ini be$rlandaskan pe$mahaman se$rta re$alitas sosial 

be$rdasarkan konte$ksnya, se$hingga te$knik analisis de$skriptif kualitatif dianggap 

se$suai de$ngan pe$ne$litian ini.
66
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248. 



74 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian te$ntang pe$nge$lolaan alokasi dana nagari 

dalam pe$mbangunan be$rdasarkan Pe$raturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 

Tahun 2023  di Nagari Air Bangis Ke$camatan Sungai Be$re$mas pe$rspe$ktif fiqh 

siyasah maliyah, maka pe$nulis me$nyimpulkannya se$bagai be$rikut: 

1. Pe$nge$lolaan alokasi dana nagari di Nagari Air Bangis dalam 

pe$mbangunan pada tahun anggaran 2023 melalui dari beberapa tahapan 

mulai dari prose$s pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, pe$natausahaan, pe$laporan 

dan pe$rtanggungjawaban. Setiap proses tahapan tersebut pemerintah 

Nagari Air Bangis se$lalu me$libatkan masyarakat nagari yang dilakukan 

se$cara partisipatif, transparan dan akuntabe$l. 

2. Te$rdapat faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi pe$nge$lolaan alokasi dana 

nagari di Nagari Air Bangis antara lain yaitu faktor pe$ndukung dan faktor 

pe$nghambat. Faktor pe$ndukungnya adalah partisipasi masyarakat dan 

sarana prasarana yang dapat me$nunjang prose$s pe$nge$lolaan dana nagari 

dalam pe$mbangunan. Se$dangkan faktor pe$nghambatnya adalah 

kurangnya sumbe$r daya manusia yang me$ngakibatkan kurang optimalnya 

pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dalam pe$mbangunan dan kurangnya 

anggaran dana me$njadi pe$nghambat dalam pe$nge$lolaan alokasi dana 

nagari. 
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3. Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian di lapangan pe$nge$lolaan alokasi dana nagari 

di Nagari Air Bangis tidak be$rte$ntangan de$ngan aturan agama Islam dan 

se$jalan de$ngan pe$rspe$ktif fiqh siyasah maliyah, kare$na pe$me$rintah 

Nagari Air Bangis sudah me$ne$rapkan prinsip partisipatif, transparansi, 

dan pe$rtanggungjawaban. Pe$me$rintah Nagari Air Bangis juga te$rbuka 

dalam pe$nggunaan anggaran te$rhadap masyarakat nagari de$ngan 

me$nampilkan baliho anggaran se$tiap tahun anggaran be$rjalan. 

 

B. Saran 

Be$rdasarkan hasil dari apa yang te$lah dipaparkan dan disimpulkan, 

pe$nulis ingin me$nyampaikan saran, se$bagai be$rikut: 

1. Dalam pe$ne$ntuan program pe$mbangunan agar be$rdasarkan asas 

pe$me$rataan bukan asas ke$butuhan. Disarankan agar pe$rangkat Nagari Air 

Bangis me$ngkaji ulang gagasan masyarakat agar tidak me$nimbulkan 

ke$ce$mburan sosial diantara ke$jorongan. Kare$na bagaimanapun juga 

masyarakat adalah obje$k dan subje$k pe$mbangunan nagari, se$bagai ase$t 

be$rharga te$ntunya pe$me$rintah nagari harus le$bih baik dalam 

pe$mbangunan nagari de$ngan me$manfaatkan pote$nsi yang ada di Nagari 

Air Bangis agar pe$mbangunan nagari dapat te$re$alisasi le$bih baik lagi. 

2. Pe$me$rintah nagari se$bagai  pe$me$gang tanggungjawab dalam pe$nge$lolaan 

dana nagari se$harusnya le$bih mampu lagi me$ningkatkan pe$nge$lolaan 

dana nagari se$hingga dapat me$ningkatkan pe$mbangunan de$mi 

ke$se$jahte$raan masyarakat nagari. 
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3. Disarankan agar pe$rangkat Nagari Air Bangis, masyarakat dan se$mua 

pihak te$rkait be$ke$rja sama dalam pe$nge$lolaan alokasi dana nagari di 

Nagari Air Bangis untuk me$minimalisir faktor pe$nghambat dalam 

pe$nge$lolaan alokasi dana nagari dan disarankan agar pe$rangkat Nagari 

Air Bangis untuk me$ningkatkan faktor pe$ndukung dalam pe$nge$lolaan 

alokasi dana nagari. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman wawancara Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam 

Pembangunan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 

Tahun 2023 Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Perspektif 

Fiqh Siyasah Maliyah 

 

A. Tujuan  

 Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan 

alokasi dana nagari dalam pembangunan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai 

Beremas. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut: 

 

B. Identitas Diri 

Nama : 

Jabatan : 

Alamat : 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Je$laskan pe$nge$rtian Alokasi Dana Nagari, fungsi, dan tujuannya, se$rta 

bagaimana prose$s pe$nyaluran Alokasi Dana Nagari? 

2. Bagaimana tahapan dalam pe$nge$lolaan Alokasi Dana Nagari dalam 

pe$mbangunan? 

3. Je$laskan apa saja faktor pe$ndukung dan pe$nghambat dalam pe$nge$lolaan 

Alokasi Dana Nagari? 

4. Bagaimana upaya pe$me$rintah Nagari Air Bangis dalam me$njaga 

transparansi dalam pe$nge$lolaan Alokasi Dana Nagari? 

5. Je$laskan apa saja tantangan yang dihadapai dalam pe$nge$lolaan Alokasi 

Dana Nagari? 
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 LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

 

Wawancara be$rsama Bapak Ne$lvia Warman, S.Pd, se$laku Wali Nagari Air 

Bangis, pada tanggal 31 Oktobe$r 2024 (Jam 09:34 WIB), di Kantor Nagari Air 

Bangis. 
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Wawancara be$rsama Bapak Fe$rri Nofiardi, se$laku Kaur Ke$uangan Nagari Air 

Bangis, pada tanggal 1 Nove$mbe$r 2024 (Jam 09:38 WIB), di Kantor Nagari Air 

Bangis. 

 

 

Wawancara be$rsama Bapak Zaiman, S.T, se$laku Kasi Ke$masyarakatan Nagari Air 

Bangis, pada tanggal 1 Nove$mbe$r 2024 (Jam 10:35 WIB), di Kantor Nagari Air 

Bangis. 
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Wawancara be$rsama Bapak Ir. E$rilsyah, M.M, se$laku Ke$tua Badan Musyawarah 

Nagari, pada tanggal 4 Nove$mbe$r 2024 (Jam 20:27 WIB), di Ke$diaman Bapak Ir. 

E$rilsyah, M.M. 

 

Wawancara be$rsama, Bapak Me$wandri, se$laku Ke$pala Jorong Silawai Te$ngah, 

pada tanggal 31 Oktobe$r 2024 (Jam 19:09 WIB), di ke$diaman Bapak Me$wandri 
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